
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 1 Tahun 2Ol2lentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;
bahwa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi
tertanggal 30 Desember 2011 Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/209.K{KPTS/01312012 tentang Hasil Evaluasi Raperda
Kabupaten Pamekasan tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2012,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3S51) ;

Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) ,
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan,Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4421) ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor SXa);
Peraturan Pemerintah Nomor '109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor g0 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4502) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4503) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4972)',
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
136, fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor '158,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4737) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4741) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah
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dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikatif lntensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 f ahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20|PMK.O7l2O09 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
&41PMK|OT12008 tentang Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1

Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2006 (LD Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 1, Seri E)
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
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41 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten
Pamekasan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal'Daerah pada PT. BPR Jatim (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 fahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12

Seri E)
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 3 Seri D) ,

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008
tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5

Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 lahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2012 Nomor Seri A) ;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24A Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 20A Seri E );
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran
2012 terdiri atas :

Menetapkan : PERATURAN
PENDAPATAN

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial........
5) Belanja Bagi Hasil.
6) Belanja Bantuan Keuangan.
7) Belanja Tidak Terduga.........

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa.....
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

MEMUTUSKAN .

BUPATI TENTANG
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

PENJABARAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012.

Rp. 56.161 .276.235,00
Rp. 756.889.811 .654,78
Rp. 144.810.211.854,00

Rp. 957.86 1 .299.7 43.78

Rp. 541.323.602.128,51
Rp 60.000.000,00
Rp. 38.434 976.550,00
Rp. 10.930.220.000,00
Rp. 2.288.343.098,40
Rp. 39.374.788.977,00
Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 633.91 1.930.753,91

Rp. 43.648.136.400,00
Rp. 177.106.128.701,00
Rp. 257.948.637.696,00

Rp. 476.200.063.797.00
Rp 1.1 12.614.833.550,91
(Rp. 154.753.533.807.13)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan............... Rp. 165.148.072.807,13
b. Pengeluar""..... . ....... ... ..... . Rp. 10.394.539.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 154.753.533.807.13)
Selisih lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal '1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri atas .

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD; dan
b. Lampiran ll Rincian Penjabaran APBD



Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

kan di Pamekasan
10 Januari 2012

EKASAN,

RRAHMAN
Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Janu ari 2012

. " a------ :. '
.- l/ ,

.PIL $EI(RETARI S DAERAH
KABUP&TeNenUrXnSnru,

BERITA DAERAH MBUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI A


